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BUPATI LUWU UTARA 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR : 100.3.3.2/154/III/2024 

 

TENTANG 
 

PEMANFAATAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA 

PENGAMANAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LUWU UTARA, 
 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Resor 
Luwu Utara Nomor : B/85/III/OPS.1.2.3./2025/ 

Res.Lutra perihal Permohonan Bantuan Biaya Operasi 
Ketupat 2025 Dalam Rangka Pengamanan Hari Raya 
Idul Fitri 1446H dan Komandan Komando Distrik 

Militer 1403 Nomor : B/142/III/2025 perihal 
Permohonan Kebutuhan Anggaran Pengamanan Hari 

Raya Idul Fitri 1446H, perlu memberikan dukungan 
biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu 

Utara Tahun Anggaran 2025; 

   b.  bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, sebagai upaya dalam rangka menjaga terciptanya 

kondisi aman dalam lingkungan dan masyarakat serta 
untuk mengantisipasi kejadian yang berada di luar 

kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat 
diprediksikan sebelumnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 
pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat; 

   c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf D Angka 4 
Huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, pemanfaatan Belanja Tidak 
Terduga untuk keperluan mendesak meliputi 

Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali 
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang 

apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang 
lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 
Masyarakat; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 

menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan 
Anggaran Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka 

Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1446 H;   
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 
rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781);  

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Luwu Utara Nomor 380); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 

Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392); 

12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 Tahun 2023 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
2023 Nomor 52); 

13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 

Nomor 27); 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : 

KESATU : Menetapkan Pemanfaatan Anggaran Belanja Tidak 
Terduga Dalam Rangka Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 
1446H. 

KEDUA : Pemanfaatan Anggaran Belanja Tidak Terduga 
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 

sebesar Rp.157.180.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh 
Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan Kode 

Rekening 5-02.0-00.0-00.01.5.3.01.01.01.001, dengan 
rincian sebagai berikut : 

a. Kepolisian Resor Luwu Utara sebesar 
Rp.82.320.000,00(Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus 
Dua Puluh Ribu Rupiah); dan 

b. Komando Distrik Militer 1403 sebesar 
Rp.74.860.000,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Delapan 

Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). 

KETIGA : Menunjuk Kepala Kepolisian Resor Luwu Utara dan 

Komandan Komando Distrik Militer 1403 untuk 
bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap 
penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KEDUA kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan 
Aset Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

 
Ditetapkan di Masamba 
pada tanggal  27 Maret  2025 

BUPATI LUWU UTARA, 
 

                ttd 
 

ANDI ABDULLAH RAHIM 


